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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BANYUMAS,

. bahwa wuntuk menciptakan kemudazhan dalam

melaksanakan pembangunan di dacrah dan untuk
meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang,
diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan
ruang secara pasti;

. bahwa untuk tersclenggaranva pemanfastan ruang

vang berwawasan lingkungan, kepastian pengaturan
pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan
budidaya, dan mewojudkan keseimbangan
kepentingan pelestarian lingkungan hidup,
kesejahteraan rakyat, dan keamanan umum,
diperlukan adanya arahan kebijakan umum yang
berkeadilan dan adanya kepastian mengenai arahan
pemanf#atan ruang.

bahwa dengan adanya perkembangan kegiatan
pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas,
maka Perawran Daerzh Kabupaten Bamyumas
Nomor 12 Tahun 1993 ientang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat [1 Banyumas,
periu dilakukan Evaluasi dan Revisi;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang

ﬁﬂgim Propinsi J 'lbnsafmﬂ-&mbﬁrm
ngan insi Jawa

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24,
Berita Daerah Tanggal 8 Agustus 1950);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 1967 tentang

Eetentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2831);

- Undang-Undang Nomor § Tahun 1984 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun [984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274),

. Undang-Undang Nomor § Tehun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 1990 Nomor 49, Tambahan
w Negara Republik Indonesia Nomor

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang

Kepariwisataan (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tabun 1990 Nomor 78, Tambalan
w Negara Republik Indonesia Nomor

12,

13.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1092 tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3450);

Undang-Undang Nomor 5 IhhunN 1992 tenlang
Benda Cagar Budayn (Lembaran Negara Republik
Indonesia Thhun 1990 Nomor 27, 1&?&1@
ﬁl;am Negara Republik Indonesia Nomor

. Undang-Unaang Nomor 12 Tahun (992

Sitem Budi Daya Tanaman ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomeor 3478);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480);

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Puang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Momor 115, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonssia Tahunm 1997 Nomor 68,
Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888):
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14,

15,

16.

L7.

18,

19.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247
)%

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4377y,

Undang-Undang Nomor 31 wahun 2004 tentang
Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sehagaimana telah dinbah dengan Undang-
Undang Nomoer 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik I[ndomesia Tahun 2005 Nomor 108,
M'Mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
¥,

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3186);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982
tentang Tata Cara Pengatwran Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomm
Nomor 3225);

20.

22

23

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 1985 Nomor 37, Tambahan
‘_Ii,%t}:”m MNegara Republik Indonesia Nomor

Peramran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 3254),

Perauran Pemerimah Nomor 14 Talun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintzhan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada
Daerah (Lembzran Negara Republik [ndonesia
Talun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 3353);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun (1991
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
3443);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996
tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta
Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3721);
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i 28

29,

al.

3.

33

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
N 59 muﬁkm : ik

omor 59, Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);

Peramran Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001
tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
4156),

. Peramiran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004

tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesiz Tahun 2004 Nomar 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang

Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan
Industri;

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang
Kawasan Industri;

PhamrmMcman:thcg:ﬂNnmm?m]mn
1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Rnang Bebas
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan
MlurmUd:ra'IhgmganEhtranggi{SU‘[EI}
untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
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35.

37.

3B.

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun
1958 tentang Penataan Ruang di Daerah ;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai,
Daerah Manfaat Sungai dan Bekas Sungai

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 rtentang
Enam Pedoman Penataan Ruang;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21
Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Dacrah Propinsi
Jawa Tengzh Tahun 2003 Nomor 133);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor
22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Dacreh Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 No.
134);

Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor
20 Tahun 2000 temang Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 33 Seri
D).

Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 2
Tahun 2001 temtang Program Pembangunan
Daerah (Propeda) Kabupaten Banyumas Tahun
2002-2006 (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomor
34 Seri D), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2003 Nomor 20 Seri E);

1



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

-
2.
3

d.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Bupati adalah Bupati Banyumas;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disesbut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Banyuinas;
Rencana Tara Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya
disebut RTRW Kabupaten Banyumas adalah Kebijakan Pemerintzh
Kabupaten Banyumas yang menetapkan lokasi dari kawasan yang
harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk
kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana
dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten Banyumas wyang akan
diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
Ruang adalah wadah yang melipuri ruang daratan, ruang lautan, ruang
udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempzat manusia dan makhluk
hidup lainnya hidup melakukan kegiatan memelihara kelangsungan
hidupnya;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, haik
Penataan Ruang adalah proses perencansan tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;

Perencanaan Tata Ruzng adalah suatu proses penyusunan tata ruang
untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas
manusianya dengan pemanfaaEn ruang yang secara struktur
menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai
kegiatan,

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata raang;

Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
sagenap unsur rerkait padanya yang batas dan sistemmnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional;

Kawasan adalah suatu wilayah dengan fungsi utama lindung dan
budidaya;

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelesrarian lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;

Kawasan Budidaya adalah kawasan vang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;

Kawasan Permukiman adalah hagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian
dan ftempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan
penghidupan;

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian termasuk pengolahan sumberdaya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempal permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintah, pelayanan sosial dan ekonomi;

Kzwasan Perkotaan adalah kawasan yeng mempunyai kegiatan utama

~ bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemasaran dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi:
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